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<p style="text-align: justify;">Produk murabahah pada perbankan syariah digunakan masyarakat Indonesia
untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari fasilitas
pembiayaan, akan dimintakan suatu jaminan. Jaminan kebendaan atau jaminan perorangan yang dikenal
dalaam perbankan syariah Indonesia, dapat digunakan sebagai jaminan akad murabahah. Namun, sebagian
besar masyarakat belum menyadari pentingnya mengetahui pengaturan mengenai jaminan, terlebih jaminan
dalam Islam seperti rahn dan kafalah yang jarang digunakan dalam praktik perbankan syariah, sehingga
tidak jarang jaminan tersebut menjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Penelitian ini meninjau

bagai mana pengaturan jaminan perorangan dalam murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, serta
membahas bagai mana pertanggungjawaban Notaris dan/atau PPAT berkenaan dengan Akta Murabahah dan
Akta Jaminan yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian
deskriptifanalitis yang menggunakan studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Maang Nomor
0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam murabahah dibolehkan adanya suatu
jaminan sebagaimana dinyatakan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Namun, belum
terdapat pengaturan secara khusus tentang jaminan perorangan dalam akad murabahah, sehingga dalam
praktik yang banyak digunakan adalah jaminan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Dalam kasus
ini, baik Notaris maupun PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tanggungjawab Notaris
atau PPAT hanya sebatas keabsahan secara formil.</p><p style="text-align: justify;">Kata kunci: Jaminan
perorangan, Kafalah, Keterangan Palsu, Murabahah, Rahn</p><hr /><p style="text-align:
justify;">Murabahais an Islamic banking product used by Indonesian people to fulfill their needs. Itis
common practice when using those banking products as part of a financing tool, they will be requested to
provide a guarantee. Material guarantee or personal guarantee known in Islamic Banking in Indonesia, can
be utilized as collateral in murabaha contract. However, most people have not realized the importance of
understanding the regulations on collateral, most of all in Islamic banking such as rahn and kafalah which is
rarley used in practice. Asaresult, it iscommon to have the collateral disputed between the parties involved.
This study reviews how personal guarantee in murabahais regulated in Islamic banking in Indonesia, and
discusses the responsibilities of the Notary and/or PPAT in regards with the Deed of Murabaha and Deed of
Guarantee made. This study uses anormative juridical approach with a descriptive-analytical type of
research, and takes the case study of Malang Religion Court Decision Number 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg.
The results of the study states that in murabaha, collateral is permitted as stated in KHES and Fatwa DSN-
MUI concerning murabaha. However, there is yet to be aregulation specifically on persona guarantee in
murabaha contract, therefore the most commonly practiced are the guarantees in Indonesian private law. In
this case, both Notary and PPAT cannot be held liable because the responsibility of a Notary or PPAT is
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only limited to formal legitimacy.</p><p style="text-align: justify;">Keywords. False Statement, Kafalah,
Murabaha, Persona guarantee, Rahn</p>



